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ABSTRAK 

 

Pada dasarnya riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara langsung 

evaluasi kinerja BPD sebagaimana dapat menjalankan berbagai macam peran 

serta fungsi di situasi pandemi covid-19 dalam hal ini hasil observasi awal dan 

informasi yang diterima bahwa peran dari hasil wawancara, BPD Sumbergondo 

sudah pernah mendapat penyuluhan mengenai alternatif pertemuan rapat via 

online. Sehingga mereka tetap dapat mengatakan bahwa aspirasi yang ada di 

kalangan masyarakat terhadap pihak pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini 

dilaksanakan di Kantor BPD yang berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hasil penelitian ini mendeskripsikan mengenai 

tingkat evaluasi sistem kerja oleh pihak BPD sebagaimana dapat melaksanakan 

berbagai macam fungsi yang berada di situasi Pandemi Covid-19 sehingga 

mendapatkan beberapa data hasil wawancara mengenai fungsi dan peran Serta 

fungsi badan permusyawaratan desa yang berkaitan untuk membahas serta secara 

langsung juga dapat menyikapi berbagai macam perencanaan bersama pimpinan 

Desa dalam hal ini kepala desa yang mana dapat menampung serta dapat juga 

menyalurkan berbagai macam aspirasi dari kalangan masyarakat desa serta 

mampu untuk melaksanakan tingkat pengawasan terhadap sistem kerja pimpinan 

Desa dalam hal ini kepala desa.  

 

Kata kunci: Evaluasi kinerja dan menjalankan fungsi dan perannya  di era    

pandemi covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Ruang lingkup pedesaan yang secara etimologi bersumber dari sebuah 

Sansekerta,  bisa juga dapat diartikan sebagai dari tanah kelahirannya.  sama yang 

sana oleh KBBI ialah bisa merupakan sebagaimana yang akan di oleh beberapa 

keluarga yang mana memiliki juga sebuah sistem sendiri atau bisa juga dapat 

dikatakan sebagai salah satu kelompok rumah yang berada di luar kota bagaimana 

dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan dan persatuan.  Adapun sebuah 

pembentukan desa berlandaskan pada Prakarsa serta beberapa keluarga sudah 

menempati sebuah tempat dengan memperhatikan berbagai macam asal-usul 

sebuah wilayah serta keadaan yang mana akan dibahas berdasarkan pada tingkat 

sosial budaya ekonomis secara langsung dibentuk di dalam.   

Desa dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah yang secara langsung 

akan ditempati oleh beberapa keluarga serta dapat  tergantung pada SDA  yang 

berada di sekitar dengan sebuah harapan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dalam mencapai pada tingkat kesejahteraan. Bisa juga dapat 

dikatakan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berada kota atau Kabupaten. 

Desa dapat didefinisikan sama sekali berbeda dengan tingkat Kelurahan yang 

mana memiliki sifat statis yang berada di bawah kecamatan.  tinggi merupakan 

kerja luar sebagaimana dapat melaksanakan sebuah sistem administrasi berada di 

pihak Kecamatan serta tidak memiliki hak dalam mengatur serta mengurus 

berbagai macam kepentingan ada pada masyarakat (Sugiman 2018: 84). 

Desa merupakan sebuah desa memiliki sebuah tradisi adat atau juga yang 

sering dikenal dengan desa ialah tingkat kesatuan yang berlandaskan pada hukum 



 

 

 

masyarakat yang mempunyai batas wilayah terutama melalui sebuah kewenangan 

dalam mengurus serta sistem pemerintahan,  sebagaimana berdasarkan pada 

tingkat kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada Perkasa wilayah serta 

asal usul sampai pada tingkat dalam sebuah sistem pemerintahan yang berada di 

NKRI (Hariri, 2020:1). 

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, Desa merupakan sebuah kisah 

yang mempunyai tradisi adat istiadat,  biasa juga dapat dikatakan sebagai salah 

satu tingkat kesatuan masyarakat yang berlandaskan pada dasar hukum yang 

mempunyai sebuah batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam menata 

sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat 

sebagaimana dapat diakui serta dapat dihormati dalam NKRI (Prasetya 2016). 

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UU tahun 2014 No 23  yang 

menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah sebagaimana tercatat dalam pasal 1 

ayat 43 ialah merupakan salah satu tradisi adat sebagaimana yang disebut dengan 

kata lain ialah tingkat kesatuan masyarakat sebagaimana berlandaskan pada dasar 

hukum serta mempunyai batas wilayah yang memiliki sebuah kewenangan dalam 

mengatur serta mengurus tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Desa dikepakkan sebagai salah satu entitas dalam sistem pemerintahan 

yang jauh lebih rendah hal tersebut dapat disampaikan berlandaskan pada UUD 

pada tahun 1945 dalam pasal 18b ayat 1 yang menyatakan bahwa negara secara 

langsung mengakui terhadap kesatuan masyarakat yang berlandaskan pada hukum 

adat sebagaimana tidak bergantung pada sebuah prinsip NKRI. Sering dikenal 

dengan kata lain secara langsung negara akan mengakui eksistensi yang berada di 



 

 

 

kalangan pedesaan sebagai salah satu bentuk hakiki yang dimiliki oleh pihak 

pemerintah. 

Pihak Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai salah satu bagian sekali 

tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan NKRI,  sebagai sebuah sistem 

dalam melaksanakan pemerintah yang berbeda yang dalam golongan  rendah yang 

secara langsung juga akan bersentuhan dengan pihak serta pihak Pemerintah desa 

mempunyai peran serta strategis  dalam mengatasi (Romli dan Nurlia,2017:37). 

Semua definisi terhadap pemerintah sebuah cara atau proses berlandaskan pada 

sistem demokrasi kapasitas seorang Gubernur secara langsung akan menyebabkan 

di sebuah daerah serta segala bentuk urusan yang akan dilaksanakan oleh pihak 

akan melaksanakan tingkat kesejahteraan masyarakat serta berdasarkan pada 

tingkat kepentingan yang dimiliki oleh negara.  

Pemerintah desa dapat dikatakan juga sebagai salah satu bagian dari sistem 

pemerintahan yang berbasis nasional sebagaimana dapat melaksanakan serta dapat 

ditunjukkan seorang pimpinan yang berada di desa.  Pemerintah desa merupakan 

sebuah proses yang mana segala bentuk usaha masyarakat desa yang akan 

dipadukan dengan berbagai macam usaha dari kalangan pemerintah sebagaimana 

dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan taraf hidup masyarakat, disamping itu 

juga tingkat kewenangan serta hak yang dimiliki oleh pimpinan Desa dalam yang 

berlandaskan pada  UU Tahun 2014 No 6  yang berkaitan dengan desa (Hutami 

2017:15), 

Menurut, Prihatin (2016:125), menyatakan bahwa BPD merupakan sebuah 

lembaga yang mana dapat melaksanakan berbagai macam sistem serta fungsi 

dalam pemerintah yang mana anggotanya dapat diwakili yang berlandaskan pada 



 

 

 

sebuah wilayah serta akan ditetapkan yang berdasarkan dengan sistem demokrasi.  

berkaitan dengan hal tersebut keberadaan sebuah lembaga BPD dapat dikatakan 

sebagai yang mana pada undang-undang tahun 2014 No 6 yang berkaitan dengan 

berbagai macam indikator antara lain:  dapat melaksanakan tingkat pengawasan 

terhadap sistem kerja  pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa,  secara langsung 

dapat menampung serta dapat menyalurkan berbagai macam aspirasi dari 

kalangan masyarakat,  serta dapat menyikapi sebuah perencanaan bersama 

pimpinan desa. 

BPD akan selalu diharapkan untuk menjadikan sebuah wadah politik 

terhadap kalangan masyarakat sebagaimana secara langsung peran DPD juga 

dapat menyampaikan berbagai macam gagasan sehingga dapat di diselesaikan 

berbagai macam kebijakan serta sistem pembangunan yang berada. Dalam serta 

fungsi BPD  ialah dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dengan sebuah 

dilaksanakan musyawarah desa,  Karena pada dasarnya musyawarah desa 

didefinisikan sebagai salah satu tindakan untuk menyampaikan gagasan 

masyarakat yang yang melalui BPD, apabila musyawarah desa diselenggarakan 

secara otomatis sebagaimana dengan tujuan untuk dapat menjawab berbagai 

macam gagasan dapat berkurang disebabkan karena pihak seharusnya mampu 

untuk mengetahui serta dapat juga mencari berbagai macam sebuah rasa serta 

bekerja juga dapat menerima sebuah masukan dari kalangan masyarakat. 

Sebagaimana perlu diketahui bawah apa saja sebuah permata yang akan 

dikembangkan oleh kalangan masyarakat desa oleh sebab itu hendaknya BPD 

dapat melaksanakan sebuah rapat dengan tujuan untuk dapat menyalurkan 

berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang mana akan 



 

 

 

ditampung oleh pihak BPD sehingga sistem kinerja BPD dapat secara langsung 

dirasakan disebut dampak ada di kalangan masyarakat. 

Adanya sebuah peraturan yang mana secara langsung mengapa fungsi 

serta perannya sebuah BPD yang mana sama sekali belum dijadikan sebuah tolak 

ukur dalam melaksanakan kinerja BPD yang mana tujuannya ialah untuk dapat 

menyalurkan berbagai macam kegiatan oleh karena masyarakat sehingga akan 

dijadikan sebuah penulis yang mana bertujuan untuk dapat mengetahui sistem 

kerja secara langsung maupun secara tidak langsung oleh sebab itu pihak BPD 

seharusnya mampu untuk mempertanggungjawabkan sebuah fungsi serta 

perannya di Era Pandemi Covid-19 Sehingga sebuah harapan yang ada di 

kalangan masyarakat dapat direalisasikan (Putra,2019:3-4). 

BPD dapat dikatakan salah satu aspek  yang mana memiliki sebuah peran 

dalam desa untuk dapat menyalurkan berbagai macam gagasan sebagai salah satu 

sistem demokrasi sehingga tidak langsung juga dapat diarahkan untuk dapat 

menunjukkan yang terpenting melaksanakan sistem pemerintahan yang jauh lebih 

baik. Adanya berapa duit yang berada di kalangan perusahaan memiliki sebuah 

fungsi serta kewenangan yang akan diharapkan demi terwujudnya sebuah sistem 

untuk dapat melaksanakan sebuah pemerintah,  akan tetapi di lain pihak akhirnya 

berbeda juga dapat menimbulkan berbagai macam problema yang berada di 

tingkat pedesaan dalam sebuah hubungan kinerja antar DPD terhadap Desa dalam 

hal ini kepala desa bagaimana Dapat diatur berlandaskan pada kaidah yang secara 

normatif. 

Situasi inilah yang mana seharusnya perlu disebabkan karena sebuah 

alasan apapun antara BPD  yang mana dapat melaksanakan sebuah fungsi yang 



 

 

 

diutus berlandaskan pada sistem pemerintah Desa,  Oleh sebab itu sangat 

diperlukan sebuah sistem integratif diantara semua unsap yang pertama ialah 

terhadap pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa BPD,  Oleh sebab itu perlu 

diharapkan motivasi serta dorongan dalam memaksimalkan kinerja BPD (Musa, 

Dan Pangkey, 2014: 2) 

Sebagaimana pada peran serta fungsi dalam melaksanakan sebuah sistem 

pemerintah Desa DPD juga mempunyai peran yang penting disebabkan karena 

sebuah wadah dalam menyalurkan berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh 

masyarakat serta dapat juga dikatakan sebagai salah satu tingkat keberhasilan 

yang berada di desa dan dapat juga dilihat dari berbagai macam tingkat efektifnya 

semua sistem pertahanan yang dimiliki oleh DPD dengan tujuan untuk dapat 

melaksanakan peserta yang jauh lebih objektif.  sebagaimana berlandaskan pada 

hasil observasi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi DPD yang 

berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa 

Timur.Berdasarkan observasi awal di ketahui Sama sekali belum efektif hal 

tersebut dikarenakan adanya sebuah problema sumber ada diam anggota BPD 

sama sekali belum mengerti fungsi serta peran dari BPD itu sendiri, sebuah 

tingkat kemudahan yang mana dimiliki oleh BPD sama sekali tidak pernah 

lengkap serta terakhir ialah terdapat adanya sebuah tradisi masyarakat yang sama 

sekali belum paham terutama disebabkan sebagai jauh lebih penting berlandaskan 

pada sebuah atau gagasan yang akan disalurkan terhadap BPD (Mardiyah, 

2019:110). 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Yudha Indra (2017) mengatakan 

bahwa sistem kinerja BPD yang berarti kalangan pedesaan sebagaimana dapat 



 

 

 

melaksanakan sebuah fungsi serta peran dalam melaksanakan sistem 

pembangunan di desa yang jauh lebih baik. Sedangkan pada sistem yang 

menghambat sebagaimana dapat dirasakan oleh pihak dalam melaksanakan 

sebuah perencanaan terhadap pembangunan desa dapat digolongkan menjadi 

beberapa bagian antara lain hambatan eksternal maupun internal. Sebuah 

hambatan internal dapat dikatakan berupa keterbatasan yang dimiliki oleh pihak 

BPD dalam hal ini keterampilan serta pengetahuan dalam menyusun berbagai 

macam peraturan desa terbatasnya sebuah operasional yang akan diberikan oleh 

pihak serta sistem pekerjaan DPD bukanlah sebuah hal yang khusus BPD.  

sedangkan faktor ganjalan atau hambatan eksternalnya merupakan sebuah tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh kalangan masyarakat yang masih dikatakan rendah 

rendahnya terhadap minat masyarakat untuk dapat mengikuti sistem kerjasama 

lembaga. 

Berlandaskan pada sebuah surat edaran menteri pedesaan serta 

transmigrasi di tahun 2020 No 8 menyatakan bahwa sebuah desa yang tanding 

tanggap pada situasi Virus Corona serta tingkat penegasan terhadap padat karya 

tunai desa  yang mana sebuah kebijakan secara langsung akan diatur berdasarkan 

pada pembentukan tim relawan desa dalam menangani terjadinya penyebaran 

Virus Corona.  tim relawan yang berada di desa merupakan sebuah pergerakan di 

semua wilayah Disamping itu juga berlawanan akan melaksanakan sebuah 

sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan,  Disamping itu juga tim relawan 

akan memfokuskan diri sehingga dapat terhindar dari ancaman penyebaran Virus 

Corona 



 

 

 

Sistem pengendalian serta sistem penyebaran virus corona menjadi sebuah 

virus yang secara global bahkan sampai terancam di seluruh desa.  dampaknya 

sebuah virus corona disebabkan seluruh  aspek akan terganggu misalnya pada 

aspek perekonomian serta aspek kesehatan.  berdasarkan pada tingkat kebutuhan 

sebagaimana dapat memaksimalkan belanja desa dengan tujuan untuk dapat 

mengatasi sebuah resiko atau ancaman terhadap masyarakat yang di desa serta 

secara langsung juga dapat melindungi masyarakat sehingga terhindar dari 

penyebaran virus corona.  

Sebuah harapan berdasarkan pada instruksi yang mana dapat digolongkan 

dalam berbagai macam kebijakan serta dapat mengoptimalkan sebuah pencegahan 

serta penanganan virus yang berada di desa serta dapat juga untuk menghindar 

terciptanya sebuah permasalahan yang jauh lebih tinggi dalam melaksanakan 

sebuah kewajiban. Oleh sebab itu sangat terluka serta dapat diharapkan sebuah 

partisipasi dari kalangan masyarakat dalam menangani serta melaksanakan sebuah 

instruksi dari kebijakan pemerintah Desa, oleh sebab itu  tim relawan sama sekali 

tidak bisa melaksanakan hal demikian yang secara sendiri tanpa adanya partisipasi 

dari kalangan masyarakat sehingga dapat terhindar dari penyebaran virus Corona.  

Tingkat kesadaran secara langsung juga dapat menunjukkan sebuah bukti 

atas keberhasilan cari tenaga kesehatan serta berbagai macam fasilitas yang 

berada di tingkat puskesmas sebagaimana terus-menerus akan memberikan sebuah  

edukasi berdasarkan pada tingkat upaya serta sensitif dalam memaksimalkan 

pemahaman serta pengetahuan masyarakat walaupun sama sekali tidak dapat 

diabaikan sehingga kenyataan bahwa masih ditemukan pula masyarakat yang 

sama sekali tidak mengikuti arahan dari pihak kesehatan lebih khususnya pada 



 

 

 

situasi new normal akan kedepannya sehingga kita mampu untuk dapat melawan 

penyebaran virus corona sehingga dampaknya terhadap masyarakat yang sehat. 

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut,  sehingga pada 

riset ini peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah riset yang berjudul “Evaluasi 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi 

Dan Perannya Di Era Pandemi Covid-19” Di Desa Sumbergondo, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 

1.2. Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga pada 

riset ini rumusan masalah yang akan diangkat antara lain : 

1. Bagaimana evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo (per bulan Juni-Juli 

2020) dalam menjalankan fungsi dan perannya di era pandemi covid-19? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung dalam 

melaksanakan evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo dalam 

melaksanakan peran serta fungsi pada situasi pandemi covid-19? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga pada 

riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat antara lain :  

1. Evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo dalam melaksanakan sebuah 

peran serta fungsi di situasi pandemi covid-19 

2. Mengetahui faktor penghambat evaluasi kinerja BPD di Desa Sumbergondo 

dalam melaksanakan sebuah peran serta fungsi di situasi pandemi covid-19 

1.4. Manfaat Penelitian  

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga pada 

riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat antara lain :  



 

 

 

1. Manfaat teoritis  

Dari hasil riset ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan sebuah 

kontribusi serta penunjang yang berkaitan dengan peran serta fungsi BPD 

dalam mengoptimalkan penanganan penyebaran  covid-19 

2. Manfaat praktis 

1. Terhadap peneliti dari hasil riset akan selalu dijadikan sebuah 

kontribusi yang berkaitan dengan pemahaman serta pengetahuan yang 

berlandaskan pada peran dan fungsi BPD dalam mengoptimalkan 

penanganan penyebaran  covid-19, serta dapat digunakan juga sebagai 

salah satu acuan untuk dapat melaksanakan sebuah riset yang akan 

datang. 

2. Untuk para anggota BPD secara langsung juga akan dapat memberikan 

sebuah perhatian atau contoh sebuah peran serta fungsi yang jauh lebih 

baik terhadap masyarakat sebagaimana dengan tujuan untuk dapat 

mengoptimalkan pencegahan serta penanganan penyebaran 

penanganan penyebaran  covid-19. 
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